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1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan 
pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 
100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 
Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk 
pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak  
Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-

Nya, buku berjudul “Hukum Investasi dalam Konsentrasi Ekonomi” akhirnya 

dapat diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi nyata dalam memahami dinamika hukum investasi di Indonesia, 

khususnya dalam kaitannya dengan peran negara, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), serta lembaga pengelola investasi seperti PT Danatara dalam 

pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

Pembahasan dalam buku ini disusun secara sistematis, mencakup aspek 

teoritis maupun praktis. Dimulai dari landasan hukum penanaman modal, 

implementasi Pasal 33 UUD 1945, peran KEK sebagai instrumen pembangunan 

ekonomi, hingga tantangan digitalisasi dan inovasi dalam memperkuat daya saing 

investasi nasional. Selain itu, buku ini juga menghadirkan analisis kritis mengenai 

problematika regulasi, penyelesaian sengketa investasi, dan pentingnya penerapan 

prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan investasi negara. 

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, baik 

dalam hal kedalaman analisis maupun keluasan cakupan. Oleh karena itu, kritik 

dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa 

mendatang. 

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga 

buku ini dapat hadir di tengah para pembaca. Semoga buku ini dapat bermanfaat 

bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta seluruh 

pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan hukum investasi di 

Indonesia. 

Penulis  
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